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TAHUN Baru Islam atau Tahun 
Baru Hijriah merupakan momen 
penting bagi umat Muslim di 

seluruh dunia. Tahun Baru Islam 
diperingati setiap t anggal 
1  Muharram. Tahun ini, 
p ergantian Tahun Baru Islam 

1 Muharram jatuh pada Minggu, 
7 Juli 2024. Tahun Baru Hijriah 

 menandai dimulainya tahun baru 
dalam siklus Hijriah.

Tahun Baru Islam memiliki makna yang mendalam 
bagi umat Muslim. Momen ini menjadi refleksi diri 
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“Menjatuhkan sanksi pem-
berhentian tetap kepada teradu 
Hasim Asy’ari, selaku Ketua 
merangkap anggota Komisi 
Pemilihan Umum, terhitung 
sejak putusan ini dibacakan,” 
kata Ketua DKPP Heddy Lugito 
dalam sidang di Kantor DKPP 
RI, Rabu (3/7).

Berikut rangkuman poin pent-
ing kasus yang terungkap dalam 
sidang DKPP beberapa waktu 
lalu.

 
MEMAKSA 

 BERHUBUNGAN BADAN
DKPP mengatakan, Hasyim 

terbukti mengajak pengadu 
berhubungan badan secara paksa 
pada 3 Oktober 2023. Hari ini 
bertepatan dengan KPU yang 
tengah menggelar bimbingan 
teknis PPLN Den Haag pada 2-7 
Okrober 2023.

CAT mengaku dihubungi 

Hasyim pada 3 Oktober malam 
untuk datang ke hotel. Ia lalu 
datang dan berbincang dengan 
Hasyim di ruang tamu kamar 
hotel.  

Hasyim lalu merayu dan 
membujuk CAT untuk berhubun-
gan badan. Awalnya, pengadu 
terus menolak. Namun, Hasyim 

tetap memaksa pengadu untuk 
hubungan badan.

CHAT TAK SENONOH
DKPP juga menyatakan 

Hasyim sempat mengirim pesan 
tak senonoh lewat WhatsApp ke 
CAT.
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, 

KETUA KPU Hasyim Asy’ari dijatuhkan sanksi pemecatan oleh Dewan 
 Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai dinilai terbukti melakukan 

tindakan asusila terhadap perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota 
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Jakarta, MIMBAR - Koalisi Masyarakat Sipil P eduli 
P endidikan Jakarta dan Indonesia (KOPAJA) 

menggelar aksi sekolah bebas biaya, baik di lembaga 
p endidikan negeri maupun swasta, di kawasan Car 
Free Day (CFD), Jakarta Pusat, Ahad (7/7). Aksi ini 
 menindaklanjuti biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

yang tinggi  hingga menjadi atensi di masyarakat.

Jokowi Langgar
UU  Perlindungan 

Data PribadiPROYEK RP2,7 T PUPR SUMUT KEMBALI DISOAL

Dugaan Kerugian Negara 
Capai Rp 100 M
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Usai PKB Gabung ke Bobby

Banteng 
 Pemegang 

Tiket Terakhir 
Cagubsu

Medan, MIMBAR - Partai banteng 
atau PDIP, menjadi pemegang tiket 
terakhir cagubsu 2024, setelah PKB 
m emutuskan bergabung dengan lima 
partai pengusung Bobby Nasution, 
Kamis pertengahan pekan lalu.

Pantauan wartawan,  komunitas 
yang bernamakan KOPAJA ini 
 memutari area CFD. Mereka t ampak 
mengenakan kaus serba hitam 
 bertuliskan ‘Sekolah Bebas Biaya’.

Tampak sejumlah atribut 

 ditunjukkan oleh massa koalisi yang 
terdiri dari JPPI, ICW, Seknas FITRA, 
IBC, YNS, IHCS, Kopel, SOP, Koloni, 
DEMA FITK UIN Jakarta, Forumpuan, 
Serikat Pekka, Pergunu Jakarta, 

Jakarta, MIMBAR - Bobolnya 
Pusat Data Nasional Sementara 
(PDNS) secara masif dan 
ugal-ugalan merupakan 
kesalahan Presiden Joko 
Widodo dan Menteri 
 Komunikasi dan 
Informatika, Budi Arie 
Setiadi.

Managing D irector 
PEPS ( Political 
 Economy and 
Policy  Studies), 
 Anthony 
Budiawan, 

curiga ada “orang dalam” yang 
s engaja membobol server PDNS.

“PDNS kebobolan secara 
massif, ugal-ugalan, dan tidak 

bisa diterima menurut u kuran 
apapun. Belakangan  terungkap, 
 kemungkinan besar b ukan 
 kebobolan, tetapi s engaja 
dijebol, melalui orang 

dalam,” t egas Anthony, dalam 
k eterangan tertulis, di Jakarta, 

Ahad (7/7).
Menurutnya, 

Medan, MIMBAR - Proyek 
multiyears senilai Rp2,7 triliun 
kembali disoal. Terendus aroma 
korupsi dari proyek pembangunan 
jalan dan jembatan yang  dikoordinir 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
P enataan Ruang (PUPR) Sumatera 
Utara ini. Tak tanggung-tanggung, 
nilai kerugiannya mencapai Rp100 
miliar lebih.

Informasi yang diterima 
 MimbarUmum, Ahad (7/7), 
 berdasarkan dokumen Berita 
Acara progres fisik Nomor: 602/
DPUPR-BW2885/2024 t ertanggal 
8 Mei 2024, yang ditandatangani 
 Pengguna Anggaran Mulyono dan 
perwakilan KSO (Kerjasama 
O perasi) Lasino dari Waskita 
Karya, disepakati persentase 

progres fisik hingga minggu ke 79 
 mencapai 67,46 persen dengan nilai 
 rupiah Rp1,786 Trilun. Progres 
ini  berdasarkan validasi yang 
melibatkan konsultan Manajemen 
Konstruksi (MK) PT. Citra Daicona 
KSO.

Tapi ternyata, berdasarkan hasil 
pemeriksaan 
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atas perjalanan spiritual 
di tahun sebelumnya dan 
menjadi titik awal untuk 
memulai lembaran baru 
dengan semangat dan tekad 
yang lebih kuat.

Salah satu bulan 
yang paling utama dalam 
kalender Islam adalah 
Muharram. Kata Muharam 
sendiri, berasal dari kata 
yang diharamkan atau 
dipantang dan dilarang. Ini 
bermakna pelarangan untuk 
melakukan peperangan atau 
pertumpahan darah, dan 
dianggap sharam.

Awal mula penamaan 
Muharam dengan 
maknanya, didasari dengan 
kepercayaan jika bulan ini 
merupakan awal yang baru 
dalam setahun. Permulaan 
tersebut, di masa hijrah 
merupakan masa peper-
angan. Dalam sejarah pun 
disebutkan, jika bulan ini 
merupakan waktu yang san-
gat ditaati, bahkan ketika 
di Arab tak pernah terjadi 
peperangan.\

Firman Allah pada surat 
Albaqarah 94 yang art-
inya, “Bulan haram dengan 
bulan haram, dan (terha-
dap) sesuatu yang dihor-
mati berlaku (hukum) qisas. 
Oleh sebab itu barangsiapa 
menyerang kamu, maka 
seranglah dia setimpal den-
gan serangannya terhadap 
kamu. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah beserta orang-orang 
yang bertakwa.

Muharam adalah bulan 
yang spesial, dikarenakan 
bulan pembuka dalam 
kalender Hijriyah. Rasulull-
ah SAW bahkan menyebut 
Muharam sebagai bulan Al-
lah karena keutamaannya.

Sebelum syiar Islam 
datang, bulan ini disebut 
sebagai Shafar Al Awwal. 
Beda halnya bulan  Safar 
atau bulan kedua yang 
kemudian disebut sebagai 
Shafar Ats Tsani. Allah 
SWT memperingati agar 
manusia tak menzalimi diri 
sendiri dengan perbuatan 
dosa.

Berbanding lurus pada 
amalan yang diberikan, 
dimana pahala yang dilaku-
kan akan dilipatgandakan. 
Karenanya, banyak keu-
tamaan yang dapat diraih 
melalui sejumlah amalan, 
sebut saja puasa.

Tahun Baru Islam be-
rawal dari peristiwa penting 
dalam sejarah Islam yakni 
hijrahnya Nabi Muham-
mad SAW dari Mekah ke 
Madinah pada tahun 622 
Masehi. Hijrah ini menan-
dai dimulainya era baru 
dalam penyebaran agama 
Islam dan menjadi tonggak 
sejarah penting bagi umat 
Muslim.

Tahun Baru Islam 
menjadi momen untuk 
merenungkan diri atas 
perbuatan dan dosa yang 
telah dilakukan di tahun 
sebelumnya. Hal ini diarti-
kan jika momen ini adalah 
waktu yang tepat untuk 
meminta maaf kepada Allah 
SWT dan bertekad untuk 
menjadi pribadi yang lebih 
baik di tahun-tahun yang 
akan datang.

Tahun Baru Islam 
menjadi pengingat bagi 
umat Muslim untuk men-
ingkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah 
SWT. Oleh sebab itu, kita 
bisa memperbanyak ibadah, 
membaca Alqur’an, dan 
mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. (*)

Meningkatkan Iman

Bongkar Mark Up Harga Impor Beras

Komisi IV DPR Dorong Buat Pansus
Jakarta, MIMBAR - Anggota 

Komisi IV DPR Fraksi PKB Dan-
iel Johan mendorong pembentukan 
panitia khusus (Pansus) mendalami 
dugaan mark up impor 2,2 juta 
ton beras senilai Rp2,7 triliun dan 
kerugian negara akibat demurrage 
(denda) impor beras senilai Rp294,5 
miliar.

Ia menilai pembentukan pansus 
DPR itu untuk mengungkap kebe-
naran terkait skandal impor beras 
yang menyeret Kepala Bapanas Ar-
ief Prasetyo Adi dan Direktur Utama 
(Dirut) Perum Bulog Bayu Krisna-
murthi.

“Iya nanti kita usulkan dan 
dorong,” kata Daniel dalam keteran-
gannya, Ahad (7/7).

Daniel juga berpandangan pem-

bentukan pansus itu bisa turut 
memperbaiki tata kelola pangan di 
Indonesia. Ia menyebut pembentu-
kan pansus itu sekaligus menunjuk-
kan komitmen dan langkah dalam 
mewujudkan kedaulatan pangan.

“Dan keberpihakan kepada petani 
dan kemandirian pangan,” ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Bapanas 
Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bu-
log Bayu Krisnamurthi dilaporkan 
ke KPK atas dugaan mark up im-
por 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 
triliun dan kerugian negara akibat 
demurrage (denda) impor beras se-
nilai Rp294,5 miliar.

Laporan itu dilayangkan oleh 
Studi Demokrasi Rakyat (SDR) 
pada Rabu (3/7). Direktur Eksekutif 
SDR Hari Purwanto meminta KPK 

segera memeriksa Kepala Bapanas 
dan Kepala Bulog sebagai pihak 
yang paling bertanggung jawab 
terkait permasalahan itu.

Hari menyebut dua lembaga yang 
bertanggung jawab atas impor beras 
tidak proper dalam menentukan har-
ga, sehingga menyebabkan selisih 
harga beras impor yang sangat sig-
nifikan.

“Ada dugaan korupsi yang di-
lakukan oleh Bapanas dan Bulog ka-
rena menurut kajian kami dan hasil 
investigasi ada dugaan mark up yang 
dilakukan oleh dua lembaga tersebut 
terkait masalah impor beras,” ujar 
Hari di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Rabu (3/7).

Perum Bulog pun sudah buka 
suara soal itu. Sekretaris Perusahaan 

Bulog Arwakhudin Widiarso men-
gatakan saat kondisi tertentu, de-
murrage adalah hal yang tak bisa di-
hindarkan sebagai bagian dari resiko 
penanganan komoditas impor.

Bulog sejatinya sudah berupaya 
meminimumkan biaya demurrage. 
Biaya itu juga sepenuhnya menjadi 
bagian perhitungan pembiayaan pe-
rusahaan pengimpor dan pengek-
spor.

“Jadi misalnya dijadwalkan 5 
hari, menjadi 7 hari. Mungkin ka-
rena hujan, arus pelabuhan penuh, 
buruhnya tidak ada karena hari libur, 
dan lain sebagainya. Dalam mitigasi 
resiko importasi, demurrage itu bi-
aya yang sudah harus diperhitung-
kan dalam kegiatan ekspor impor,” 
ujarnya. (cnni/js)

Seorang Warga Tewas Ditembak Anggota Dewan
Lampung, MIMBAR - Seorang 

anggota DPRD Lampung Tengah 
berinisial MSM (42) terseret hukum 
terkait peristiwa penembakan yang 
mengakibatkan seorang warga ber-
nama Salam (32) meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Lampung 
Kombes Umi Fadillah Astutik men-
jelaskan penembakan terjadi pada 
Sabtu (6/7) pagi.

Saat itu, ada kegiatan adat dalam 
resepsi pernikahan untuk menyam-

but keluarga besan. MSM hadir se-
bagai warga yang ditokohkan, untuk 
melepaskan tembakan sambutan.

“Saat itu dalam acara resepsi 
pernikahan ada kegiatan adat meny-
ambut keluarga besan. Kemudian 
dalam kegiatan itu pelaku MSM ini 
hadir sebagai warga yang ditokoh-
kan untuk melepaskan tembakan 
sebagai penyambutan,” kata Umi 
mengutip detikcom, Ahad (7/7).

Namun, senjata api yang diguna-

kan oleh MSM itu malah mengarah 
ke seorang warga yang saat itu ten-
gah berada di lokasi.

“Senjata api yang ditembakkan 
itu rupanya pelurunya ini mengenai 
seorang warga yang kala itu tengah 
duduk di dekat parit di lokasi kejadi-
an. Peluru tersebut langsung menge-
nai kepalanya,” ujar Umi.

Terpisah, Kapolres Lampung 
Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit 
mengatakan, MSM telah ditetapkan 

sebagai tersangka dengan sangkaan 
pasal 359 KUHP dan pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Darurat nomor 12 
tahun 1951. “Ancaman hukuman 5 
dan 20 tahun penjara,” kata Andik.

Andik menjelaskan, berdasar-
kan hasil autopsi sementara, pe-
luru menembus kepala bagian kiri 
korban, hingga keluar di pelipis 
kanan.“Adapun hasil resminya 
masih menunggu dari dokter foren-
sik,” ujarnya. (det/js)

Markas Militer Israel Dibombardir Hizbullah
Medan, MIMBAR - Kelompok 

milisi Hizbullah mengklaim ber-
hasil menyerang pangkalan militer 
Nimra Israel menggunakan puluhan 
roket Katyusha.

Menurut laporan Al Jazeera 
pada Minggu (7/7), serangan itu 
diumumkan oleh Hizbullah lewat 
Telegram. Kelompok milisi itu 
mengungkapkan bahwa serangan 
ke markas militer yang berlokasi 
di wilayah barat Tiberias itu meru-
pakan balasan atas serangan drone 
terbaru Israel baru-baru ini.

Drone itu kemudian menyerang 
sebuah mobil di Baalbek, Leba-
non, hingga menewaskan Meitham 
Mustafa al-Attar. Israel sebelumnya 
mengklaim Meitham Mustafa al-

Attar adalah tokoh senior di unit 
pertahanan Hizbullah.

Meski begitu, militer Israel hing-
ga sekarang belum mengkonfirmasi 
serangan Hizbullah di Nimra itu. 
Pihak Hizbullah juga belum men-
jelaskan lebih lanjut dampak dari 
serangan tersebut kepada Israel.

Serangan terbaru itu menjadi 
kelanjutan konflik antara Israel dan 
Hizbullah yang semakin panas. 
Keduanya tercatat saling serang 
dalam beberapa pekan terakhir.

Situasi itu kemudian menyebab-
kan perbatasan Israel dan Lebanon 
ikut memanas. Ketegangan semak-
in menjadi-jadi setelah komandan 
senior Hizbullah, Taleb Abdallah, 
tewas.

Israel kemudian menyatakan 
telah menyetujui rencana perang 
dengan Hizbullah. Merespons pern-
yataan itu, Hizbullah mengaku tak 
gentar serta balik menantang Israel.

Konflik Israel dan Hizbullah 
sendiri terjadi bersamaan dengan 
pecahnya agresi Zionis di Gaza. 
Hizbullah mengklaim serangan ter-
hadap Israel adalah bentuk solidari-
tas dengan kelompok Hamas.

Menyusul ketegangan ini, se-
jumlah negara pun khawatir dan 
mulai mengimbau warganya untuk 
meninggalkan Lebanon.

Perdana Menteri Lebanon Najib 
Mikati juga telah menyatakan nega-
ranya saat ini sedang darurat perang 
karena konflik Israel vs kelompok 

milisi Hizbullah di Lebanon selatan.
Dalam pernyataannya ketika 

berkunjung ke Lebanon selatan 
pada Sabtu (29/6), Mikati men-
gatakan saat ini negaranya telah 
mengalami “kehancuran” imbas 
ketegangan antara Israel dan Hiz-
bullah. Bukan cuma itu, banyak 
pula warga Lebanon yang tewas 
akibat ketegangan itu.

“Mereka berbicara perang den-
gan kita. Kita bisa melihatnya. Kita 
mengalami kehancuran dan orang-
orang meninggal dunia. Kami harap 
perang tak akan meluas. Dan kami 
menantikan stabilitas jangka pan-
jang di wilayah Selatan yang kami 
cintai,” kata Mikati, seperti dikutip 
National News Agency. (cnni/js)  
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fisik bersama pihak PUPR 
Sumut, Inspektorat Sumut 
serta penyedia pada 28 ruas 
jalan, ditemukan ketidak-
sesuaian volume dan mutu 
pekerjaan sebagaimana krite-
ria desain. Nilainya mencapai 
Rp 101,786 M.

Pengamat Kebijakan Pub-
lik dan Transparansi Ang-
garan, Muhri Fauzi Hafiz, 
temuan ini mengindikasikan 
adanya upaya membobol 
uang negara. Upaya tersebut 
melibatkan pihak Waskita 
Karya (KSO), konsultan 
Manajemen Konstruksi 
(MK) dan oknum petinggi di 
Dinas PUPR Sumut.

“Saya menduga, ada 
upaya membobol uang 
negara yang dilakukan pihak 
penyedia dan konsultan MK 
dengan menyampaikan pro-
gres fisik secara tidak benar. 
Ironinya, pihak PUPR Sumut 
dan penyedia justru akan 
melibatkan BPKP Sumut dan 
Inslektorat Sumut me-review 

hasil verifikasi teknis oleh 
tim teknis,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumatera 
Utara periode 2014-2019 
menegaskan, “Lagipula, 
temuan BPK ini sudah diakui 
oleh Pj Gubernur Sumut dan 
Kepala Dinas PUPR Sumut, 
sehingga tidak butuh bantuan 
BPKP Sumut lagi.”

Untuk itu ia berharap 
kepada Pj. Gubernur Sumut 
Agus Fatoni, agar memper-
hatikan secara serius persoa-
lan ini. Terlebih Pemprovsu 
memiliki defisit hampir Rp1 
triliun di Tahun Anggaran 
2023, sehingga menjadi be-
ban beran APBD TA 2024.

Ia juga menyatakan, sejak 
dimulainya proyek MYC 2,7 
triliun ini, selalu menimbul-
kan banyak pertanyaan pun-
caknya terakhir proyek ini 
bermasalah. “Jika tidak cepat 
diantisipasi, kita khawatir 
proyek ini bisa menjadi te-
muan aparat penegak hukum 
(APH), pastinya akan banyak 
yang diduga akan terlibat,” 
tandasnya, mengingatkan. (*)

Dugaan Kerugian...
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pemerintah wajib 
 bertanggung jawab atas 
jebolnya data nasional itu, 
karena gagal melindungi 
data warga negaranya.

“Dalam hal ini, pihak 
yang harus bertanggung 
jawab bukan saja Kominfo 
yang menangani Pusat Data 
Nasional Sementara, tetapi 
Presiden Jokowi juga harus 
bertanggung jawab penuh 
atas skandal penjebolan data 
nasional itu,” katanya.

“Sengaja atau tidak, 
jebolnya data nasional ini 
menunjukkan pemerintah 
telah gagal melindungi data 
pribadi penduduk Indone-
sia,” sambungnya.

Sebagai konsekuensi, 
kata Anthony, pemerintah 
secara nyata telah melang-
gar UU Perlindungan Data 
Pribadi, yang juga berarti 
melanggar Konstitusi Pasal 
28G ayat (1), Pasal 28H ayat 
(4) dan Pasal 28J, tentang 
HAM.

Secara spesifik, pemer-
intah melanggar Pasal 39 
ayat (1) dan ayat (2) UU 
Perlindungan Data Pribadi 
(UU No 27 Tahun 2022), 
yang berbunyi: (1) Pen-
gendali Data Pribadi wajib 
mencegah Data Pribadi 

diakses secara tidak sah. (2) 
Pencegahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan meng-
gunakan sistem keamanan 
terhadap Data Pribadi yang 
diproses dan/atau mem-
proses Data Pribadi meng-
gunakan sistem elektronik 
secara andal, aman, dan 
bertanggung jawab.

Sedangkan UU Per-
lindungan Data Pribadi 
merupakan bagian dari 
perintah konstitusi untuk 
perlindungan diri penduduk 
Indonesia, sebagai bagian 
dari perlindungan Hak Asasi 
Manusia.

Pasal 28G ayat (1) UUD 
berbunyi: Setiap orang 
berhak atas perlindungan 
diri pribadi, keluarga, ……., 
serta berhak atas rasa aman 
dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak 
asasi.

“Karena itu, jebolnya 
Pusat Data Nasional Semen-
tara merupakan kegagalan 
pemerintah, dalam hal ini 
Menkominfo dan Presiden 
Jokowi, dalam melind-
ungi data dan diri pribadi 
penduduk Indonesia, yang 
merupakan perintah langsung 
konstitusi,” tutupnya.(rm/js)

Jokowi Langgar...
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 Ini terjadi kala CAT meminta tolong ke 
Hasyim untuk membawakan barangnya ketika 
hendak terbang ke Belanda.

“Kemudian, teradu menyanggupi per-
mintaan pengadu dengan mengirimkan pesan 
WhatsApp berupa rincian barang titipan pen-
gadu, yaitu satu rompi PPLN, satu potong baju, 
satu potong CD, dan dua pak cwie mie,” kata 
anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo.

“Terhadap pesan tersebut, pengadu menan-
yakan apa yang dimaksud dengan CD. Padahal 
barang tersebut tidak termasuk barang yang 
dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab 
dengan nada bercanda, ‘oh maaf keselip’,” 
sambungnya.

Hasyim mengakui dalam sidang pemerik-

saan bahwa ‘CD’ yang dimaksud itu ialah 
celana dalam.

DKPP mengungkapkan, Hasyim juga 
membuat surat pernyataan yang dibubuhi tanda 
tangan di atas materai untuk korban.

Surat itu dibuat lantaran Hasyim tak kun-
jung memberi kepastian akan menikahi korban 
usai memaksa berhubungan badan pada 3 
Oktober 2023.

Surat tersebut memuat lima poin. Pertama, 
Hasyim berjanji mengurus balik nama aparte-
men atas nama pengadu. Kedua, membiayai 
keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda 
sebesar Rp30 juta per bulan. Ketiga, mem-
berikan perlindungan dan menjaga nama baik 
pengadu seumur hidup.

Keempat, tidak menikah atau kawin dengan 
perempuan siapa pun terhitung sejak surat 

pernyataan dibuat dan terakhir, berjanji bakal 
menelepon atau berkabar ke pengadu minimal 
satu kali dalam sehari selama seumur hidup.

Selain itu, CAT juga meminta Hasyim mem-
bayar denda Rp4 miliar yang dicicil selama 
empat tahun jika tak mampu memenuhi poin-
poin surat pernyataan.

 
 SALAH GUNAKAN WEWENANG

Hasyim juga dinyatakan melakukan pen-
yalahgunaan wewenang dalam kasus ini usai 
terbukti membelikan korban tiket pesawat 
Jakarta-Belanda, memakai mobil dinas untuk 
menemui korban, hingga membelikan korban 
monitor.

Total biaya tiket yang dibelikan sebesar 
Rp100 juta. Menurut Hasyim, uang tiket itu 
dibayarkan oleh temannya. (cnni/js)

Ini Fakta...
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Soalnya, keenam partai pengusung Bobby: 

Golkar 22 kursi, Gerindra 13,  PAN 6, Demokrat 
5, NasDem 12, dan PKB 4, memiliki gabungan 
62 kursi atau 62% dari 100 kursi DPRD provinsi.

Lima partai lainnya, adalah PDIP 21 kursi, 
PKS 10, Hanura 5, PPP 1 dan Perindo 1.

Bila kelimanya bersatu juga, tentu gabungan 
38 kursi sudah memenuhi syarat ambang batas 
pencalonan, minimum 20%.

Tetapi bila tadinya PKB tidak “menyeberang” 
ke kelompok lima, maka secara teoritis jumlah 
42 kursi sisa masih memungkinkan pengusungan 
dua cagubsu lagi.

HANYA DUA PASALON
Karena itu, hampir dipastikan, cagubsu 2024 

hanya ada dua paslon (pasangan calon), bertarung 
secara head to head, berhadapan langsung, se-
hingga peraih suara terbanyak langsung menjadi 
pemenang.

Pertama, Bobby Nasution (32, walikota 
Medan, menantu Jokwi) usungan 6 partai dengan 
kekuatan 62% kursi DPRD.

Kedua pesaingnya, kemungkinan salah satu di 
antara Edy Rahmayadi (63, petahana, pensiunan 
jenderal bintang tiga), atau Nikson Nababan (51, 
mantan bupati Taput dua periode, kader banteng 
dan ketua PDIP Taput).

Atau, bila proses-proses politik memungkin-
kan, duet Edi-Nikson bisa juga menjadi “pasan-
gan pelangi” yang superkuat. Edy dan Nikson, 
sejatinya mendaftar di PDIP dan beberapa partai 
lain sebagai cagubsu, bukan cawagubsu.

TARUNG DAPATKAN TIKET
Laman detikcom, melaporkan, Ahad (7/7) ke-

marin, saat ini Edy dan Nikson sedang bertarung 
untuk mendapatkan tiket PDIP.

Edy sendiri optimis bakal diusung PDIP, 
meskipun bersaing merebut tiket terakhir

dengan kader banteng sendiri, Nikson.
Edy menilai, sejarah mencatat PDIP tidak 

selamanya mesti mengusung kader sendiri di 
pilgubsu.

“Sangat optimis (diusung PDIP), karena se-
mua yang kita rencanakan, semua yang kita

siapkan untuk memenangkan Sumatera Utara 
ini,” kata Edy, usai mengikuti wawancara

di Kantor PDIP Sumut, Jumat 5/7.
Ia menilai, banteng tidak mempermasalahkan 

harus mendukung kader atau tidak. Terbukti pada 
pilgubsu 2008 dan 2003, partai pimpinan Mega-
wati Soekarnoputri ini mengusung bukan kader di 
pilgubsu.

Beberapa contoh, PDIP mengusung Tri Tam-
tomo, dan kemudian juga Tengku Rizal Nurdin, 
keduanya bukan kader. “Lebih objektif (menilai) 
demi bangsa ini. Saya yakin memang itulah 
platform-nya PDIP,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Nikson juga menyebut ia 
siap melawan siapapun di pilgubsu. Ia pun bicara 
soal track record terkait kesiapannya. Katanya, 
“Berkompetisi dengan siapapun kita siap, tidak 
ada kata kalah, kita harus menang!” (det/js)

Banteng  Pemegang...
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dan Kopri    k omfakda-komfakdis. Tampak di sana 
poster bertuliskan ‘Tipu-tipu 20% A nggaran Pen-
didikan’, ‘Menteri Pendidikan Ke mana? Kami 
 Cari-cari Nggak Pernah Ada’, ‘Dikit-dikit Nagih 
Bayaran, itu Sekolah atau Debt  Collector?’, 
‘Rakyat Bayar Terus Pemerintah Korupsi Terus’, 
‘Anggaran Pendidikan Jebol Mahasiswa Disuruh 
Pinjol!’, hingga tulisan ‘Sekolah adalah Hak 
Dasar Jangan Serahkan ke Pasar’.

Mereka meresahkan pembiayaan yang tinggi 
di pendidikan. KOPAJA meminta pemerintah 
menindaklanjuti hal itu.

“UKT mahal sekolah bayar kapan majunya,” 
kata peserta aksi berulang kali.

Mereka sempat berhenti di sekitar Bundaran 
HI untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, tak 
berselang lama, pihak kepolisan hingga Satpol PP 

meminta massa tak berkampanye di ruang CFD.
Pihak polisi menjelaskan, jika pihak terkait 

untuk menurunkan atribut. Ia menjelaskan jika 
area CFD bebas dari kegiatan kampanye.

Berikut aspirasi yang diutarakan KOPAJA 
melalui Juru Bicara KOPAJA Ubaid Matraji:

1. Tuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun dengan 
tanpa memungut biaya di sekolah negeri dan 
swasta. Kini, pemerintah sudah mencanangkan 
Wajar 12 Tahun, karena itu, sekolah bebas biaya 
ini tidak hanya sampai SMP (9 tahun), tapi hingga 
jenjang SMA/SMK (12 tahun). Saat ini, belum 
ada pemerintah daerah yang menerapkan pendidi-
kan bebas biaya di negeri dan swasta. Jakarta den-
gan jumlah APBD terbesar di Indonesia, mestinya 
bisa mempelopori ini, supaya menjadi praktik 
baik yang dapat dicontoh daerah lain.

2. Selamatkan anak-anak yang gagal PPDB 
2024, dengan menyediakan bangku di sekolah 

swasta tanpa dipungut biaya. Jika tidak, mereka 
saat ini terancam putus sekolah, karena terkendala 
mahalnya biaya di sekolah swasta. Bahkan, tak 
sedikit diantara mereka adalah anak-anak pen-
erima KIP dan KJP yang gagal di berbagai jalur 
PPDB. Mereka ini potensial besar akan putus 
sekolah jika gagal masuk sekolah negeri.

3. Libatkan sekolah swasta dan hentikan 
sistem kompetisi rebutan kursi di PPDB. Semua 
anak punya hak yang sama, karena itu, pemer-
intah harus menjamin, semua anak kebagian 
bangku sekolah. Tidak boleh lagi ada istilah 
gagal PPDB, karena semua akan akan kebagian 
kursi. Jika daya tampung sekolah negeri minim, 
maka pemda wajib melibatkan sekolah swasta. 
Proses PPDB adalah pintu masuk anak untuk bisa 
sekolah. Kalau pintu masuknya saja sudah tidak 
berkeadilan, maka banyak anak yang terdiskrimi-
nasi. (det/js)

KOPAJA Protes...


